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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangks meningkatkan daya saing tenaga
kerja, perlu dilakukan peningkatan kompetensi tenaga

kerja melalui pelatihan kerja;

b. bahwa kegiatan pelatihan kerja perlu dioptimalkan
dengan melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
sebagal upaya meningkatkan akses dan mum pelatihan

kepada masyarakat secara luas;

€. hahwa  berdasarkan pertimbangan  schagaimana
dimaksud huruf a dan hurul b, perlu menctapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas tentang Petunjuk Teknis

Bantuan Program Pelatiban Lembaga Pelatihan Herja

Bwasta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tangpung Jawsb
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja MNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4637);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5423} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomor 50 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Ketenagakerjaan (Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
{Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer
108);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190,/PME.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanje Negara
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191} sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 586];

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168,/ PMEK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 1340)
sebagaimana telah diubah denpan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
Peraturan Menteri Eetenapgakerjean Nomor 17 Tahun
2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan [Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1626);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indenesia
Tahun 2021 Nomor 108);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nemor 1 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomer 142);

Peraturan Menteri Ketenagakerjman Nomor 13 tahun
2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024,




Menetapkan

KESATU

KEDTIA

18, Eeputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas Nomor
2/3833/LP.03.02/XI1/2022 Tentang Pemunjuk Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
LEMBAGA PELATIHAN KERIA SWASTA (GLOBAL SKILLS
TRAINING) TAHUN ANGGARAN 2024,

Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatthan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta Tahun Anggaran 2024 sebapgaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan pedoman bagi:

a. Direkiorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas  (Ditjen  Binalavotas), Kementerian
Ketenagakerjaan,

b. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP| di lingkungan Ditjen
Binalavotas, Kementerian Ketenagakerjaan,

€. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai penerima
bantuat;

d. Auditor; dan

e. Pemangku kepentingan lainnya, dalam pengelolaan,
penyolenggaraan, pertanggungjawaban, monitoring dan
evaluasi, pengawasan bantuan program pelatihan
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun Anggaran
2024 agar sesuai dengan tujuan sistem pelatihan kerja
nasional dan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna,
tepat  waktu, bermutu, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabel). digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanasan kegiatan penyaluran Bantuan
Program Pelatihan LPKS Tashun Anggaran 20:24.




KETIGA : Pada saat Heputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan,
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Nomor 2/3834/LP.03.02/XI1/2022 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatthan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta Tahun Anggaran 2023, dicabut dan
dinyvatakan tidak berlalku.

KEEMPAT : Pada saat Heputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan,
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Froduktivitas Nomor 2/3834/LP.03.02/XI[/2022 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelathan Lembaga
Pelatihan Kerja Bwasta Tahun Anggaran 2023, dinyatakan
masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2023,

EELIMA ¢ Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

Plt. DIREETUR JENDERAL PEMBINAAN




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKAS] DAN PRODUKTIVITAS

NOMOR 2/4855/LP.03.02/X11/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PELATIHANM
LEMEBAGA PELATIHAN EKEERJA SWASTA [GLOBAL
SEILLG TRAINING) TAHUN ANGOARAN 2024

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Dava Manusia (SDM) merupakan
salah satu program prioritas pemerintah dalam Kabinet Indonesia Maju
20192024 di bawsh kepemimpinan Presiden Joko Widode, Hal ind
dilalukan antars lain untuk memaca percepatan peninglkatan kompetensi
dalam menghadapi perubahan dunia kerja akibat pengarub  teknolog
digitalisasi {industri 4.0) serta memanfeatkan momentum bonus demografl.

Percepatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud antara
lain dilaleukan melalul pelatihan kerja, Pelatihan lkerja adalah keseluruhan
kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta
mengembangkan kempetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etes
kerja pada tingkat keterampilan den keahlian tertentu sesual dengan
Jenjang dan kualifikasi jabatan ateu pekerjaan. Pelatihan keria merapakan
galah satu jalur efelchif untek meninglkatkan loaalitas kompetenei kerja serta
mengembangkan karier tenaga kerja, karena dapat diselenggarakan untuk
jangka waktu singkat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
tenaga kerja/industrl, Dengan demikian, pelatihon kerja pada dasamys
dirancang untuk memenuhi kebutuban pengguna tenaga kerja /industr,
atau untuk kebutuhan berwirausaha.

Pelaksanaan pelatihan kerjo, pada amumnya diselenggarakan oleh
lembaga pelatinan pemerintah, swasta, dan perusahaan. Denpan demikian
lembaga pelatihan kerja memiliki peranan yang sangat penting dan
meneniukan dalam percepatan peningkatan kompetensl sebagaimana
dimaksud,




Sesual Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dimana
Kementerian Ketenagskerjaan mendapat amanah sebagai leading sector
pelatiban vokesi melalui Direktoral Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitss. Kementerian Ketenagakerjaan selama ini  telah
menghoordinasikan lembagn-lembaga pelatihan kerja yang ada baik milik
pemerintah, swasta, mauput perusabaan, dan juga memfasilitasi berbagal
program-program yang terkait dengean pelatihan kerja, vang semuanys
bertijuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tensga
kerja.,

Oleh karena itu dalam rangka memperluas percepatan peningkatan
kompetensi  tenaga  kerja  Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan
memberikan rusng kepada komponen darl swasta untuk bersinergi dalam
program-program yang terkait dengan pelatihan kerja melalul Bantuan
Program Pelatihan untuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Lembaga
Pelatihan Kerjn Swasta diharaplan menjadi relean strategis pemerintah
dalam meningkatkan alses dan mutu kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.

» Tujuan

l. Sebagai acuan perencanaan, pelakssnaan dan pengendalian dalam
mengelola serfa mempertangpungjawabkan dana bantuan secara
efektil dan efisien.

2. Memberikan pemabaman kepada pihalk terkait tentang pengelolaan
anggaran Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
dalam menjalankan mgasnya.

3. Meningkatkan efisiensi dan efcktivitas, ketertiban, transparansi serta
akuntabilitas pengelolaan Bantuan Program Pelatihan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta,

4. Meningkatnya kualitas peréencansan, pelaksanasn, monitoring,
evaluasi dan pelaporan.

2.  Meningkatnya  koordinasi den  keterpaduan dalam pelaksanaan
Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta,

C, Zasamn

l. Meningkatnya kuoalitas/kompetensi  sumber dava manusia i
wilagrah flingkungan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.




Mempermudah akses untuk mengiluti pelatihan bagi masyarakat di
wilayah [lingkungan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Mendorong pertumbuban  sumber-sumber ekonomi baru  bagi
masyarakat.

Terdaksunanyn pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah
secara tepal wakiu dan tepat sasaran.

Meningkatnya kualitas tata kelols pelayanan pelathan di Lembaga
Pelatinan Kerja Swasta,

. Pangertian

L.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan vang tidak mememshi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat atau lembaga pemerintab/ non pemerintah.
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPKS
adalah unit pelatihan kerja milik swasta yang memenuhi persyaratan
untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bag masyarakat umum.
Bantuan Progrem Pelatihan LPES adalah bantuan yang diserahlan
Eementerian Retenagakerjaan kepada LPKS dalam bentuk vang untuk
membiayai penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetens,

Pelatihan Kerja adalsh  keseluruhan  keglatan wnbuk  memberd,
mermnperoleh, meningkatican, serta mengembanglkan kompetensl kerja,
produlitivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tinphkat keterampilan
dan keahlian terbentu sesuni dengan jenjang dan  kualifikasi
kompetensi/jabatan { pekerjaan serta spesifik pekerjaan.

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi [PBE] adalah suatu romasan
tertulis yang memuat secara komprehensif rancangsn pencapaian
kompetensi  sebagal pedoman  pelaksanasn pelatihan yang
penyelenggaraantya berdasarkan loankoulum berbasis kompetensi,
Pelatihan Berbasizs Kompetenai vang selanjutnya disinglat PBK adalah
pelatihan ketja yang menitikberatkan pada penguasasn kemampuan
kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, doan siknp sesund
dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencalkup aspek pengetshuan, keterampllan, dan sikep kerje yang
sesual dengan standar yang ditetaplan.
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Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memilild
kompetensi metodologi dan keahlian serta diberikan tugas dan
wewenang untuk melaksanakan kegialan pelatihan.

Tenaga Pelatihan adalah seseorang vang memiliki tugas. wewenang,
dan tanggung jawab serta  memililkd  kompetens!  untuk
menvelenpgarakan, mengelola, dan mengembangkan pelatihan di
lembaga yang menyelenggarakan Pelathan Kerja.

Sistem [nformasi Aplikesi Pelayanan Hetenagakerjaan yang
selanjutnya dissbut S1APkerja adelah sustu ekosistem digital yang
menjadi platiorm bagl segala jenis layanen publil dan aktivitas bidang
ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjuinye disingkat PA  adalah
menteti/ pimpinan lembaga yang bertanggung jewab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

Kunsa Pengpuna Anggaran yang selanjulnya disebut KPA adalah
pejabat yang memperoleh kussa dard PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunasn anggaren pada
Kementerian Negara/ Lembaga yvang bersangkutan,

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputasan
dan/atau tindaken yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBN.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayear yang selanjutnya
disebut PP-5PM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan
menerbitkan surat perintah membayar.

Batuan Kerja yang seslanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
lini Kementerian Megora /Lembapgs atan undt orpganisssi Pemerintab
Daerah yang melaksanskan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawah pengginaan anggaran,
Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatthan Yokasi dan Produkiivitas yvang
selanjutnya disebut UPT Bidang Lavotas adalah Unit Pelaksana Teknis
Bidang Pelatihan Vokasi dan Produlctivitas yvang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produltivitas.

Aplikaai Sistem Manajermen Pelatihan Vokasi Elektronik Kementerian
Eetenagakerjaan selarjutnya disebut Aplikasi SMILe adalah suatu
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ekosisten digital yang menjadi platform UPT bidang lavotas untuk
mengelola data manajemen Pelatihan.

Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disinglkat PKB adalah
perjanjian tertulis antara PPK UPT Bidang Lavotas dengan pimpinan
LPK Swasta dan diketahul oleh KPA UPT Bidang Lavotas.

Kas Megara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untal
fmenampiing seluruh penerimaan negara dan membayar selaruh

penpeluaran negara.
Direletur Jepderal adalah Direktur Jenderal Pembinasn Pelatiban

Volkasi dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan.
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EBABRII
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LPK SWASTA

Bantuan Program Pelatihan LPKS (Global Skills Training) adalah bantuan
untuk meningkatkan RKompetensi tenaga kerja melaloi pelatihan dan/ataun
sertifileasi kompetenai bidang teknis atau bahasa bagi tenaga kerja yang ingin
berkarir di luar negeri atau datam skala global finternasional melalui LPKS,

Dalam menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), sstiap
LPE Swasta harus memperhatiknn Eeputusan Direkiur Jenderal Nomor
/3833 LP.03,02/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelengzaraan
Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Poda dasarnya proses penyelengparaan pelatiban di LPE Swasta, tidak
memilild perbedaan dengan pelaksanaan pelathan di BLK Pemerintah, yaitu
proges penyelenggaraan pelatihannys dilokukan berbasia pada kompetensi
kerja, Artinya bahwa luaran dar pelatihan LPK Swasta harus mencapad
kompetensi kerja vang ditetapkan.

Dichions, o Sertiikasi |

I Ewaluasi.
UPTBOIE & ieks ) Pelcanssnpeiauhan £y P
L P ke m

1 r
Menbaat
TidskSania
Parrtagan

s ) — dan m
il g e g

3

Gambar 1%, Proses Bisnis Pelatihen di LPE Samsta
Propean] diusulkeam LPE Swasta kepadn UPT Bidang Lawatas melahal
proposalleemmnaleer. ga.id

A, Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
Setiap LPK Swasta harus memilih program  pelatihan  berbasiz
kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Bing Standardisas] Kompetenal
dan Program Pelatihan pada proglatkemnaker.go.id. Dalam memilih
program pelatihan LPK Swasta mengacu pada hasil identifikssi pelatihan
serta sumber daya pelatihan yang tersedia.
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Jiks program pelatihan belum tersedia, maka program pelatihan harus
diramuskan berdasarkan hasil ansalisis dan antisipasi  kebutuban
pelatihan/ keterampllan [skills need analysis and anticipation). Hasil analisis
dapat berupa : hasil kajian fanalisis /survey dari informasi pasar kerja, hasil
laporan  terkait kebutuhan ketersmpilan  secars  meakro/meso) mikmo,
evaluas] pelatihan, kesepakatan hasil kerja sama, dan lain sebagainya sesuai
leswenangannya. Program pelatihan yang dirumuslkan harms mendapatkan
persetujusan oleh UPT Bidang Lavotas Pembina dan ditetapkan oleh
Direktorat Bina Stendardisasi Kompetensi dan Propram Pelatihan. Program
pelatiban yang baru disusun teracbut terdaftar pada proglat.kemnaker.go.id.

Contoh program pelatihan yang dapat disetujui untuk bantuan program
LPES [(Global Skills) antara lain:

1. Pelatihan Bahasa asing. Contoh: Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa
[nggris, Bahaza Jerman, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, dan Bahasa
asing lainmya;

2, Pelatihan teknis bidang keahlian. Contoh: program pelatihan yang
mendukung penempatan tenage kerja dan pemagang di luar negeri
(welder, hospitality, pengurus rumah tanggs /housekeeper, pengasuh
bayi/balita/ babysitter, juru masak/family cook, pengasuh lanjut usia
(lansia)/elderly coretaker, sopir keluarga/family driver, perawat
taman / gardenér, pengasuh analk/child careworker, petugas leebersihan,
pekerja lndang f perkebunan, awak kapal perikanan migran, dan program
lainnya} atau program pelatihan yang mendubung gl economy [support
& [T, cybersecunty, website development, Al development, starfup
consulting, business plans, sosial medio marketing, crowdfunding, dan
program lainnyal;

3. Referensi lain terkait program pelatihan vang mendukung global skills

dapat diakses pada bit ly /ProgramPelatihanBanprogLPES.

Instruktur Pelatihan

Pelaksanasn pelatihan di LPK Swasta dilakukan oleh instruktur yvang
berasal dari internal LPK Swasta yvang bersangkutan, namun dalam hal
tertentu (jika belum tersedin) dapat menggunakan instruktur dari luar
[ekstemnal) LEFK Swasta, Instrukiur yang melalih di LPK Swasta harus
disertai dengan Surat Keputusan wvsng ditetapkan oleh pimpinan LPK
Swasts, yang sclanjutrys memililkd akun SlAPkerja dan terdaftar dalam
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kelembagaan kemnaker.go.id dan/atau gintala kemnpakergoid. Instruktur
tersebut harus memernihi kriteria / persyaratan:

1. Memiliki kompetensi teknis substantif vang dibuktikan dengan sertifilkat
kompetensi; dan

2, Memiliki kompetensi metodologi/pedagogi yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi.

. Peserta pelatihan

Jumilsh peseria pelatihan 1 (satu) psket terdiri dari 16 (enam belas}
orang, yang dapat berasal dari dalam ateu dari huar wilayah sekitar LPE
Swasta,

Peserta pelatihan bantuan program pelatihan LPKS ini adalah;

1. Peserta yang ingin berkarir di luar negeri balk sebagal calon pekerja
migran Indonesia ataupun magang ke luar negeri;

2. Peserta  yang ingin  beorkarir di  dalam  negeri  dolam  skala
global /internasional, seperti berlarir di bidang gig economy;

3. Pencari kerja.

Peserta  mendaftar melalui layanan  Skillhub  SlAPkerja
[skillhub. kemnaker, go.id]. Selurubh nema peserta by name by address harus
terlapor dan/atay terdaftar pada apliknsi SMILe yang dikelala oleh UPT
Bidang Lavotas.

Peserta hamis mengiloti selurah proses pelatihan sesuai kurikulum
yang ditetapkean. Peserta veng mengkuti pelatihan merupakan hasil
rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan di LPK

Swasia.

D: Sarana dan Prasarana Pelatihan
Sarana dan prasarana pelatiban yang harus disiapkan scbelum
pelatihan dimulad terdiri atas:
i, Tempat pelakssnsan pelatihan/workshop (dalam keadaan bersib dan
rapihj;
b. Asrama peserta pelatihan yang representatif (jika program pelatihannya
membutahkan);
Eetersediaan listrik) sumber hstrik;
d. Ketersediaan air bersih;
e. Ketersediaan  jaringan intemet (jika program  pelatthannya
membutuhkan);

]
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f. Sarana P3K;
g Perlengkapan K3
b Alat)/mesin;

i, Perlengkapan peserta; dan
j. Bahan pelatiham,

E. Penjadwalan Pelatihan
Untuk melakukan perencanasn pelatihan dengan baik, LPK Swasta
harug menyusun jadwal pelatihan dalam 1 (satul tahun ajaren. Penjadwslan
pelatihan ini diperlukean agar memudahkan penyvelenpgara (baik instruloar
maupun pengelola) untuk melakulkan rekrutmen dan selelesl, koordinasi
dengan UPT Bidang Lavotas, penyiapan bahan pelatihan, dan lain-lein,

F. Wilaysh Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan

Pelalesanasn pelatihan dapat dilalukan secara efektil dan tepat
sasaran, jika dilakukan secara terkoordinasi oleh setiap UPT Bidang Lavotas
dengan LPK Swasta vang menjadi binsan. Untuk itu setiap UPT Bidang
Lavetas dalam melakukan koordinasi dengan setiap LPK Swasta mengacu
kepada scbaran wilayah pelatthan sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Direlktur Jenderal Pelatihan Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitae tentang Wilayah Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Bidang
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas vang berlaku.

Dalam hal UPT Bidang Lavotas memberikan bantuan kepada LPK
Swasta di luar wilayah binaannya, maka memerlukan persetujuan dard
Direltur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
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EAE III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
LPK SWASTA

A, Pemberi Bantuan
Pemberi Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaran 2024
edalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Volasl dan Produktivitas.
Dana Bantuan Program Pelatihan tersebut bersumber dari Anggaran
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi vang dilaksanakan melalvi Daftar
laian Pelaksanaan Anggaran [DIPA) UFT Bidang Lavotas, yaitu:
Balai Besar Pelatihan Voleasi dan Produktivitas (BEFVP) Bandung;
Balai Besar Pelatihan Volcasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi;
Balal Besar Pelatihan Volkasi dan Produlctivitas (BBPVF) Serang;
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas [BBPVP) Semarang;
Balai Begar Pelatihan Vokasi dan Produlktivitas [BEBEPVP) Medan:
Balai Besar Pelatihan Volasi dan Produlctivitas (BBEFVFP) Makassar;
Balai Pelatihan Vokagi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta;
Balai Pelatibhan Yokasi dan Produktivitas (BPFVF) Banda Aceh;
Balai Pelatihan Vokasi dan Produltivitas (BFVFE) Padang;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produlktivitas (BPVP) Samarinda;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produlktivitas (BFVF) Lombok Timar;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas [BEFVPF Bamaiwangi:
» Balai Pelatihan Vokast dan Produktivitas [BPVE) Sidoarjo;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BFVF) Ternate;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produlktivitas (EPVP) Kendari;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BFVF) Lembang;
. Balai Pelatihan Vokasi den Produktivitas (BPVF) Sorong;
. Balai Pelatihan Volkasi dan Produlctivitas (BPVP Ambon;
. Balai Felatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVF) Bantaeng;
.Balai Pelatihan Vokesi dan Produktivitazs [BPVP) Panghkajens dan
Kepulauan; dan
21, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (EPVP) Belitung,

- - R
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B. Penerima Bantuan
Penerima Bantuan adaleh LPE Swasta vang ditetapkan dengan SK
Penetapan Penerima Bantuan oleh Hepala UPT Bidang Lavetas dan
ditembuskan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dan
Kabupaten / Kota setempat.
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Pergyaratar Penerima Bantuan

Membuat Propozal Bantuan Frogram Pelathan LPKS tahun 2024
sesual dengan format 1

2. LPKsS telab mecrnilikd VIN dan terverifilkasi di
kelembagaan. kemnaker.go.id;

3. Mengusulkan Program  Pelathan  vang  tercantum  pada
proglat. kemnaker.go.id;

Proposal dikirim melalui proposal kemnaker, go.id;
Memiliki Momor Pekok Wajib Pajak (NFWF| ataa nama lembaga
Penerima Bantuan;

6.  Memililki nomor rekening bank yang tmasih aktif atas nama lembaga

vang sama dengan nama lembaga di NEWE;

Divtamakan memiliki akreditesi dari LA-LPK;

Diutarmalan mermiliki Moll} Perjanjlan Kerjasama
penempatan wirausaha untulk lulusan dengan stakeholder terkait;

9. Diutamakan memiliki Job crderf Training order;

10, Memiliki Imstruktur vyang memenubi kritera  persyaratan
(sebagaimana disebutkan dalam Bab Il huruf B} dan disertai dengan
Burat Keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan LPK Swasta;

11. Memiliki Tenaga Pelatihan yang dibukilan dengan Surat Keputusan
yvang ditetapkan oleh pimpinan LPK Swasta;

12. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memenuhi persyaratan
teknis, baik dari aspek jumlah maupun kualitas vaitu:
a. Ruang belajar teori dan praldilk;
b. Peralatan praktik [sesual dengan program pelatihan); dan
c. Alat bantu peragaan.

Bentuk Bantuan

Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta diberilkan dalam bentuk uang

kepada lembaga Penerima Bantuan yang diberiken dengan metode
Swalkelola Tipe IV melalni mekanisme Langsung (LS|, Pencairan dana
bantuan dilakulkan berdasarkan ketetapan Pejabat Pembuat Komitimen
(FPE) dan disahkan Kussa Pengguna Anggaran [KPA) pada satuan keria
masing-tnasing UPT Bidang Lavotas.
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Besaran Jumlah Bantuan

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjann Nomor
I3 Tahun 2023 tentang Fedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Keotenagekerjsan Tahun Anggaran 2024, besaran jumilsh
bantuan dibérikan per paket program pelatihan, dengan durasi pelatihan
mengacy pada program pelatihan yang terdaftar di proglat. kemnaleer, go.d

Jumlah pagy sehesar Rp83.200.000,00 (delapan tiga juta dua ratus
ribu rupiah) per paket program pelatihan adalah besaran maksimal
bantuan yang dapat diberikan untuk jeniz pelatihan non bearding,

Jumleh pagu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta
rupiah) per paket program pelatihan adalah besaran maksimal bantuan
yang dapat diberikan untuk jenis pelatihan hoarding denpan catatan jika
alokasi anggeran pada UPT Bidang Lavotas memadal,

Asumnsi durasi pelatihan untulk bantuan program LPKS ini adalah
kurang lebih 4 bulan untuk pelatihan bahass atew kurang lebih 2 bulan
untuk pelatiban teknis,

Besaran tersebut dapat berbeda antara jenis program pelatihan karens
dipengaruhi oleh kebutuhan bahan pelatihan dan harga bahan pelatihan di
masinp-masing jenis program pelatihan mengacu kepada Keputusan Dirjen
Binalavotas tenfang estimasi biaya pelatihan vang berlalog.

TR R

Pagu Per Palket Keterangan
Jenis Kegiatan Maksimal

) *Jla alokaei anpgparan UFT
Banprog LPES Boarding Epl160.000.000* [ Bidang Lavotas memadai

Banprog LPES Non Boarding REpB3. 200,000

Verifikasi Proposal
Froposal LPKS yang disampaikan ke UPT Bidang Lavotas akan
diverifikagi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh KPA, untuk menilai
dan memastiksn proposal apakah memenuhi persyaratan atau tidal.
Tahapan proses verifikasi proposal adalah sebagal berikut:
1. UPT Bidang Lavotas melakulkan sosialisasi kepada LPKS di wilayah
binaannya,
2, LPES mengirimkan e-proposal melalul proposal. kemnaleer.po.id.
3, UPT Bidang Lavoas melakukan verifikasi administrasf terhadap
dolkumen elekironik vang dikirimkan oleh LPES.
4. UPT Bidang Lavotas melakukan validasi lapangan berdasarkan hasil
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skoring e-proposal apabila diperlukan.

3. UPT Bidang Lavotas melakukan penyesuaian skoring sesual hasil
velidasl lapangan apabila diperiulan,

6. UPT Bidang Lavotas menetapkan LPKS penerima bantuan program
pelatihan LPES,

Verifilkasi proposal diselenggarakan dengan skema skoring dan
sistem first in first serve dimana proposal yang pertama diterima
dilakukan proses wverifikasi paling pertama. Verifikasi proposal
administratif yang diterima adalah yang melewati batas passing grads
skor 50 pada kurun waktu tertentn yang ditetapkan oleh UPT Bidang
Lavotas.

Verlfikasl proposal administratif mencakup:

L. Verifikasi persyaratan administratif wajib, mencakup :

8] mmermnilik VI dan terverifilenai oi SIAPkerja
(kelembagaan kemnaker, go.id);

b} mengusulkan  Program  Pelatihan  vang  fercantum pada
proglat. kemnaker. ga.id;

¢} memiliki NFWP dan Nomor Rekening Bank atas nama LPKS;

d) memilild Instraldur yang terdaftar di kelembagaan kemnaler.go.id
dan sintala.kemnaker.go.id;

e} memiliki bukti kepemililean /sewa tempat;

fi memiliki asrame/tempat menginap peserta pelatihan yang layak®
{(*untuk pelatihan boarding); dan

gl mengsjukan e-proposal,

2. Verifikasi persyaratan administratil pendukung (tdak wafib dipenahi
seluruhnya, namun akan dinilai UPT Bidang Lavotas sebagal dasar
penilaian seoring pada verifikasi), mencabup @

a) realisasl kebekerjaan lulusan pelatihan dalam 3 tahun terakhir yang
dibuktiken dengan data by name by address vang valid. (skor
maksimal S0}

Jumlah persentase lulusan pelatihan yang belerja (0% s.d 100%%) x
50 = skor yang didapatkan LPKS untulk kriteria lulusan yang bekerja
Contah :

LPK A memiliki lulusan pelatihan dalam walktu 3 tahun teralchir
sgjumlaly 200 orang luluesan, yang berhasil bekerja sejumiah 120
OFang,
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maka persentage lulusan pelatihan yang bekerja = ﬁ = 6%,
slor yang didapathean LPKS = 60% x 50 = 30
b] terakreditasi aleh LA-LPE
1) memiliki  sertificat akreditasi  yang maesib  berdaku
mendapatian slor 20
2] sedang proses pengusulan fperpanjangan sertifikat alcreditasi
mendapatkan skor 10
4) tidak memilikd sertifikat akreditasi mendapatkan skor 0.

c) memiliki fob order) training order atou memilild Mol Perjanjian
Kerjasama penempatan/wirausaha untuk [ulusan pelatihan LPKS
dengan stakeholder terkait. (skor maksimal 20).

§) memilibl fob  grderftraining order atau memilild Molf
mendapatkan skor 10;
i) tidak memilild job orderf training order atau tidale memiliki
Mol mendapatkan skor 0.
d) merupakan LPK mitra penyelengpara program JKP {skor 5)
¢] merupakan LPK mitra penyvelenggars program prakerjn (skor 5).

Jika dalam penilaian proposal terdapat hal-hal yvang perlu diklarifikasi,
maks. UPT Bidang Lavotas dapst meminta penjelasan secara langsung
kepada LPES, Dalam hal peniladsn proposal memermshi svarat, maks
dilanyjuthkan dengen werifilkesi lokasi tempat penyelengparaan pelatibarn
berdasarkan hasil scoring verifikasi proposal adminiatratif LPKS. Dalam
melakukan penilaian atau verifilkasi harus dilengkapl dengan dokumentas]
dan rekaman [check-lis) sebagaimana dalem Format 2,

LPKS dapat mengajulean lebih dari 1 [satu) paket bantuan program
pelatihan dalam 1 leali propogal, Dalam menilsi jumlah paket bantuan yvang
akan diberikan kepada 1 (setw) LPES, maka UPT Bidang Lavotas
memperhatikan hal-kal sebagai berikut:

1. Kapasitas latih LPKS pada kelembagaan kemnalker.go.id;

2. Hasil penilaian verifikasi administratif wajib dan pendukung;

3. Ketersedinan alokasi anggaran bantuan program pelatihan LEKS yang
tersedia pada masing-masing UPT Bidang Lavotas;

4, Jumlah proposal vang masuk dengan mempertimbangian kebekerjpan
lulusan pelatihan dan pemeratnan untulke LPKS lain yang mengajulan,
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2. Delam hel LPKS bara pertama kali mengajuken proposal bantusn
program pelatihan, maka maksimsl diberikan 1 (sati) paket pelatihsn
teriebih dahulu,

Dalam hal LFKS sudah menyelesaikan bantuasn program pelatihan,
maka LPKS dapat kembali mengajukan paket tambahan di tahun yang
gama dengan mengikuti prossdur pengajuan proposal kembali dengan
catatan LPKS tersebut telah menyvelesaikan kewajiban pada usulan palet
sebelummnya,

Fincian Penggunaan Dana Banfuan

Dana Bantuan Program Pelatiban hanya dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pelatthan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak
16 (enam belas} orang per paket pelatihan. Komponen-komponen vang
dapat dibiayai dar dana bantuan, sebagai berikut;

Ha. Komposen Persentass

1. | Pendukung Pelntihan, snters iadn: 0
Alat Tulis Kantor (ATE)

Materas

Konsumai rapat atan seleksl peserta

Egordinasl denpan UFT Bidang Lavatas
Fengeendsan dan pengiriman lnporn

Honor panite pedsicaana,

Honor tim reknitmen

Dokumentasi

Bpanduk

Akt Pelindung Dird [APDY untuk kejuruan tertenta
k. Azuransi Jaminan Scaiol

LB o TLEATRY

2, | Pelatian dan/atau scrtiffkas], antara lain: TO%
&, Fenpgandaan modul pelatifian

b. Bahan pelatiban

c. Ferlengeapan pesertn [seminar kG

d. FPakeian kzria

Honar instrukiur

Serifikat pelatihan

Eonsumsi peserta pelnfihan

Kemaumsl pembukaan dan peogtupan
Uang saky pesecta

Sertifikasi kompetensi

O

—

o - S T
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Eeterangan;

Dalam hal total biaya pendulung pelatihan melebihi 30% (tiga puluh
persen) dapat diperbolshkan sepanjang untuk keperluan koordinasi yang
bersifat at cost dengan memenuhi prinsip kewajaran, efektif, efisien dan
ckenomia, Dana bantuan diguonaken untuk memblavai pelaksansan
kegiatan pelatihan di LPK Swasta mengacu pades komponen-komponen
tersebut di atss dengan besaran biaya beberapa komponen ditetaplan
sebhagal berikuat:

g.  Honor Instrultur @ Ep40.000,00/JF;

Honor Panitia Pelaksana (maksimal 3 (tiga) org/ paket) @ Rp400.000,00;

Honor tim rekrutmen {maksimal 2 (dua) org/ paket) @ Rp150.000,00;

Sertifikat Pelatihan & Rp30.000,00/lembar;

Biaya bahan pelatihan untuk selurul wilayah dl Indonesia paling

banyal sesuai dengan daftar harga bahan pelatihan sesuai dengan

Keputuzan Dirjen Binalavotas tentang estimasi biaya pelatihan yang

berlakbo;

f.  Perlengkapan peserta untuk seluruh wilayah di Indonesia paling banyak
senilai & Bp 150,000,000/ orang:

g. Modul pelatihan peserta untuk seluruh wilayah di Indonesia paling
banyak senilai @ Rp200.000,00 /orang,

h. Paksaisn kerja peserta untuk seluruh wilayah di Indonesia paling banyak
senilai @ Rp200.000,00/ orang;

i. Komsumai peserta untuk selurub wilayah di Indonesio paling banyek
senilal ¢ Rp25.000,00/ hari juntuk peserta non boarding);

I Eonsumsi peserta untuk selumuh wilayah di Indonesia paling banvak
senilai @ Rpl 10,000,00/ hari (untuk peserta boarding);

k.  Uang zaku peserta paling banyak @ Ep30.000,00/ hari;

L Alat Tulis Kantsr {ATK), penggandasn, dokumentasi, spandulk, dan
pengiriman laporan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan
prinsip kewajaran, efeltif, efisien, dan ekonomis;

m. Biaya transportasi/perjalanan dinas untuk koordinasi bersifat af cost
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan prinsip kewajaran, efelktif,
efigienn, dan  ekonomis dengan  wang  harisn  msksimal
R, 150,000,00/ Drang Hari:

n. Sertifilkasi kompetenai peserta dapat diberikan subsidi paling banyak
senilad & RpBO0.000.00 forang untuk sertifikasi babass asing vang
diakui oleh negara tujuan {misal JIPT, JFT, TOPK, TOEFL, IELTS

poaop o




22

Goethe-Zertifikat atau lainnya) atau sertifikasi teknis melalui LSP-P3
atan lembaga sertifikasi yang diakui negara tujuan lainnyrs;

Asurans| jaminan sosial peserta sebesar Rpl7.000 forang/bulan dalam
bentuk BRJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah.
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BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
BANTUAN PROGRAM PELATIHAN LPK SWASTA

A, Penetapan Penerima Bantuan
LPK Swasta yang memenuhi persyaratan scbageimana disebutkan
dalam Bab Il huruf C alean ditetapkan sebagai Penerima Bantuan program
pelatihan melalii Pejabat Pembuat Komitmen (FPE) dan dizahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta ditembuskan kepada Dinas vang
membidangi ketenagalerjaan Provins dan Kabupaten /Kota setempat.

PPK UPT Ridang
Livolus l
Peganjian Kerja Bersama
5K Penctapan (PEB)
' |
LMK Swasts

Gambar 2. Penstapan Penerima Bantuan

B. Perjanjian Kerja Bersama
Setelah lembaga. Penerima Bantuan ditetapkan, maka Penerima
Bantuan menandatengani Perjanjlan Berja Bersama (PKB) antara Pejabat
Pembuat Eomitmen [PPE] dengan pimpinan LPK Swasta yang diketahui oleh
KPA. Pembuatan PKB dilakukan per proposal pengaiuan bantuan program
pelatihan. PKB memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Hsk kewsjiban kedua belah pihaks
2. Jumlah bantuan program pelatihan;
3. Tata cara dan syarat penyaluran bantuan;
4. Peroyataan lkesangeupan Penerdma Bantuan untuk menggunakan
bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
2. Pernyataan kesangpapan penerima banfuan untuk menyvetorkan sisa
dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
Sanksi; dan
Panyampaian laporan perlanggungiawnban kepada PPK  sctelah
pekerjaan selesal.,
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Mekanisme Pencalran Bantuan

Mekanisme penicairan bantuan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PME.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanasn Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterd
Keunangan Momor 173/ PMEK 052016,

Pencairan bantuan dengan mekanisme Pembayvaran Langsung [LS)
dilakukan 2 |dua) tahap dan ditetapkan oleh PPK yang dizahkan oleh KPA
dengen meompertimbangkan jumlah dann serta waktu  pelakaanaan
kegiatan. Besarnya proporsi bantuan tahap pertama (I) adalah 70% (tojuh
pulub persen) dan pada tahap kedus (1) sisa jumiahnya. Bantuan tahap
kedus () akan diberfkan jika persyaratan dan ketentuan kinerja telah
sesual dengan apa yang dirckomendasikan oleh PPE.

Mekanisme Pencaran Bantuan dapat dilalukan sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap | sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai palet
dana Bentuan Program Pelatihan vang diberikan setelah Perjanjian
Herja Bersamn ditandatangani oleh penerbma bantuan dan PPR,

2, Pencaitan Tahap I adalab siss dar setap paker dana Baniuan
Program Pelatihan yang akan diberikan, apabila selurub pelerjoan
telah selesai 100% [seratus persen);

4. Pencairan dana bantuen dengan mekanisme transfer melalud
penerbitan Sumit Permintean Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM] dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
[SP2).

Pencairan dane bantuan pelatihan Tahap [ (kesatu] sebesar 708
[fujub pulnh persen) dari nilal paket dans Bantuan Program Pelatihan,
dilakukan sebagai berikat:

1. Penerima Bantuan mengsjukan dokumen pencairan Tahap 1 vang
terdiri atas:

#. Surat Permohonan Penceiran Bantuan yang ditujukan ke PPK

dan ditandatangani oleh Pimpinan LPEK Swasta [sebagaimana
Format 5j;

k. 8K Penetapan Penerima Bantuan Program vang ditandatangani

oleh KPA;
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¢. Program Pelatihan dan  Kurikolum  yang  terdafter di
proglat kemnnaker. go.id;

d. Surat Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan dan PPK (sebagaimana Format 4);

¢. Rencana Penggunasan Dana Bantuan (RPDB) yvang akan dicairkan
tahap I (kesatu) (sebagaimana Format 6), apabila pencairan tidak
mencapal T0%, maks dapat disfukan di tahap 1;

. Rencana Pembelinn Bahan Pelatihan termasuk item barang,
jumlah barang, harga satuan dan total biayva;

£ Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Peloerjaan
Bantuan Program Pelatihan (sebagaimana Format 7);

h. Jadwal Pelakzanaan Pelathan wyang ditendatangani oleh
Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan;

i,  Burat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM] dan Surat
Pernyatann Tanggung Jawsh Belanja [SPTJB) [sebagaimana
Format 8];

j-  Euitansi bukti penerimaan vang yvang telah diteandatangani oleh
Fenerima Bantuan dan disahkan oleh PPE [sebagaimana Format
o;

k. Fotokopi Nomor Polok Wajib Pajak [NPWF) atas nama Lembaga
Penerima bantuan; dan

. Fotokopi Rekening koran atas nama lembapa yang sama dengan
nama lembaga di NFWE,

Dokumen tersebut diufl,diperiksa oleh PPK, jika sudah disetujul maka

PPK akan menerhitian SPP.

SPP tersebut disampaikan kepada PP-SPM [Pejabat Pembuat Surat

Perintah Membavar untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan

untul eelanjutnya diprosea pencairannysa.
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Transker dana

Bartuzn Tahag

Gambar 3. Mekanizme Pencairan Bantian Tahap [

Pencairan dana bantuan program pelatthan tahap 11 [kedua) sebesar
30% (tiga puluh persen) dilakukan apabila seluruh dokumen pencairan
tahap Il sudah dipenuhi.

Mekanisme pencairan Tahap [, sebagai berilut:

Fenerima Bantuesn mengajukan dokumen pencairann Tahap II vang
terditi atas:

L.

b.

Burat Permohonen Pencairan tahap [1 [sebagaimana Format 10};
Laporan Pertanggungjawaban Paripurna Dans Bantuen Program
Petatihan LPKS Paripurna (sebagaimsans Format 13);

Laporan Paripurna penyelenggaraan  pelatihan yang  telah
diverifikast oleh Tim Monitoring den Evaluasi yang ditugasi oleh
UFT Bidang Lavoetas dan LPKS. Laporan Parpuma
Penyelenggaraan Pelathan mengacu kepada Kepdirjen
Binalavotas Nomor 2 /3833 /LP.03.03 /X 2022 tentang Petunjuk
Teknls Penyelenggaraan PBE,

Rekap seluruh  pengeluaran dan  belama dalam  rangks
pelpkeanaan pelatihan disertai kuitansi dan bukti pemotongan
pajak atau bukti pengeluaran lain yang sah,
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Kuitanai bukti penerimaan uang Tahap I dan Tahap 11 vang telah
ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK [sebagaimana
Format 9),

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM] dan Surat
Permyataan Tanggung Jawsb Delanja (SPTJB)  yang
ditandatangani oleh pimpinan lembaga penerima bantuan {format
2);

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (sebagaimana Format 12).

Bukti setor ke rekening Kas Nepars dalam hal terdapat siza
bantuan.

Doleumen pengajuan pencairan dana vang telah lengkap akan diproses
lebih lanjut seperti pada pencairan Tahap | oleh PP-SPM.

Dokumen tersebut diuji/diperiksa oleh PPE, jika sudah disetujul maka
PPK skan mencrbitkan SPP,

EPP tersebut disampaikan kepada PP-SPM ([Pejabar Pembuat Swurat
Perintah Membayar] untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan
untuk selanjutnya diprases peneairannya.

PP UPT

Eictann | avofis

Transfer dena
Eantuan Tahap |

Gambor 4. Mekonieme Pencairan Bontuan Tahap 11
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Besarnya dana bantuan yang ditransfer ke rekening Penerime Bantuan
pada Tahap [ dan Tahap 1 adalab sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam
Rencana Pengeluaran Dana Bantuan (RPDB).

Ketentuan Perpajalkan

1. Pemunguten psjak merupakan tanggung jawab lembaga Penerima
Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn.

2. Disarankan kepada lembaga Penerima Bantuen untuk bertransaksi
dengan Pengusaha Kena Pajak (memiliki NPWPF dalam belanja vang
dikenakan psjelk pertambshan nilai dan menyimpan seluruh bulkti
pajak yvang telah disetorkan.

3. DHwajibkan untuk memotong pajak penghasilan atas setap transaksi
yang dikennkan pajak penghasilan sesual dengan kelentuan
perpajakan (seperti honor Instraktur, konsumsi, PPh 21, PPh 22, FPh
23, dan PPN) dan menyimpan bukti setor dan bultti potong.

Pengembalian Dana Bantuan
Lembaga Penerima Bantuan harus mengembalikan dana bantuan

kepada Kantor Kas Negara, karena beberapa penyvebab sebagad berikut:

1.  Pembatalan dilakukan cleh pihak lembaga Penerima Bantuan, karena
hal-hal tertentu;

2. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jesa dan/atau pembayaran
pembelian barang melebihi dari pagu vang telah disepakati dalam
Eencana Pengpunaan Dana Bantuan (RFDB};

3 Adanya kegiatan atau pembelian vang sudah masulk dalam RPDS,
tetapi karena sesuatu hal sehingga tidak dilaksanakan oleh lembaga
Penerima Bantuan sampai pada program  pelatihan  selesad
dilsk=anakarn; dan/atay

4. Hakhal lain, yang tidak sesual denpen ketentuan/peraturan vang
berlalos setelab diaudit oleh auditor yang berwenang.

Pengembalian dana akibat darl hal-hal sebapaimana tersebut di atas,
dilaksanakan dengan berkonsultasi kepada Kepala UPT Bidang Lavotas
atau PP KA.

Sankesi
Lembags Penerimn  Bantuan  wajib - melaksanakan pengelolaan
keuangen dan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis, Apabila lembaga Penerima
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Bantuan tidak melsksanakan keglatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan
ketentusn peraturan perundang-undongarn, maka:

I;

Jika terindikasi kesalahan administratif maka alcan dilaporian kepada
Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjisan RI  untuk
dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu.

Jika pelanggarannya bersifat indikast tindak pidana dan/atau perdata,
Penerima  Bantuan dikenaken sanksi sesual dengnn lketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Jika pelanggarantiva bersifat administratif maka penerima bhantuan
dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan
sejenia sampai batas waktu yang tidek ditentulean dari Direlktorst
Jenderal Pembinaan Pelatthan Yalkasi dan Produlktivitas KEementerian

Kelenngakerjann,
Sanksi tidak berlaku apabila lembaga Penerima Bantuan dapat

membulttilan adanya alasan-alssan pembenaran (force majewre) yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang,
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BAB V1
MONITORING, EVALUASI DAN FELAPORAN

Monltoring, evaluasi dan pembinasn penyelenggaraan pelatinan banmian
program pelatihan LPK Swasta dilakukan sesuai denpan keputusan Dirjen
Binalavotas Nomor 2/3833/LP.03.02/X11/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenpgaman Pelatihan Berbasis Kompetensi,

Selain laporan penyelenggaraan PEBK LPK Swasta jugs harue menvertalan
laporan keuangan untuk dijadikan satu kesatuan menjadi laporan paripurna
bantuan program pelatihan LPE Swasta, Adapun laporan keuangan merupakan
dokumen pertanggungiawaban pengpunasn dana Bantuan Program Pelatihan
LPK Swasta. Dolumen laporan Tahap [ dibuat sebagal pertanggungjawaban
penggunaan dana yvang telah diberikan pada Tahap | dan merupakan salah satu
persyaratan untuk pencairan bantuan Tahap 11, Sedangkan dokumen laporan
Tahap Il merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana keseluruhan dana
vang telab diterima.

Dokumen laporan keuangan meliputi:

a) Kuitansl bukti penerimaan wang Tahap I dan Tahap I yang telah
ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK (sebagaimana Format 9).

b] Laporan Pertanggungiawaban Dana Bantuan Program Pelatihan LPK
Swasta [sebagaimana Format 11).

€] Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangke pelaksanaan
pelatihan disertai buldi-bulti yang sah.

d) Berita acara serah terima pekerjaan vang ditandatnngani oleh penanggung
Jawah Penerima Bantuan (sebagaimana Format 12).

2] Semua bukti-bukt pengeluaran /pengpunsan dana bantuan (kuitanst sl
dan bukti pemotongan pajak].

) Bukti setor ke rehening Kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Siza dana, jika disctor tahun berjalan (TA 2024) digunakan MAK 526312 (belanja

barang untuk bantuan lainnya vyang memiliki karakteristic bantuan

pemerintah), jika dizetor pada tahiin 2025 digunakan MAK 425912 [penerimaan

kembali belanja barang tahun anggaran vang lalu) dengan Surat Setoran Bukan

Pajak (88BP] ecbagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Catatan:

4.  Dokumen Asli untuk Penerima Bantuan; dan

b.  Salinan untuk UPT Bidang Lavotas.
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Laporan paripurna penyelenggaraan  pelatihan  berisikan  tentang
pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di LPK Swasta. Kerangha
laporan paripurna penyelenggaraan pelatihan sebagaimana terlampir pada
Format 13. Laporan paripurna penyelenggaraan pelatthan dibuat maksimal 10
(epulub] hari ketja setelah kegiatan pelatihan sclesai,

Dalam pelaporan, LPK Swasta mengunggah beberapa dokumen melabui
proposal. kemnaker go_id, sntara lain:

1. Laporan Pariputna Penyvelengearaan Pelatihan |

2. Dokumentasi kegiatan pelatihan vang diunggah ke dalam akun media sozsial
LPES atau dalam bentulk vides pada Yowhube; dan

3. Hasil penelusuran lulasan pelatihan hingga & bulan pasca pelatihan,
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BaB Vi
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Pelatihan LPK
Swasta Tahun Anggaran 2024 dibarapkan dapat diimplementasikan oleh
Lembaga Penerima Bantuan dengan balk dan sesusi dengan asss tanggung
jawab, Oleh karena itu diharapkan kepada semus pihak terkait agar terlebih
dahulu mempelajuri dan memabami isi Petunjuk Teknis inl sehingga kekeliruan
den kesalahan prosedur dapat dihindari,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhol segala ikhtiar kita dalatn upaya
meninglatkan psrtisipasi masgyarakat dalam program peningkatan kompetensi
dan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui penyaluran Bantuan Program
Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Jakarta, 11 Desember 2023

Fit. DIREKTUR JENDERAL FEMBINAAN
“REEUATIAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



andromanisti@gmail.com
Typewritten text
32


DAFTAR FORMAT
Format 1 Contoh Proposal
Format 2 Check-list Verifilkas: Proposal
Format 3 Surat Keputusan Penyelengearaan Pelatihan
Format 4 Contoh Perjanjian Kerje Bersama
Fermat 5 Contoh Surat Permohonan Pembayaran Tahap |
Format 6 - | Rencana Penggunasn Dane Bantuan (RPDS|
Formal 7 Surat Pernyatnan Kesanggapsan Melaksanakan Pekerjaan
Bantuan Program Pelatihan
Format 8 Surat Pornyataan Tangpang Jawab Mutlak (SPTIM) dan Surat
Pernyatann Tanggung Jawab Belanin (SFTJB)
Format 9 Contoh Kuitansl Buktl Penerimaan Uang
Format 10 Contoh Surat Permohonan Pernbayaran Tahap 11
il Leporan Pertangoungawaban Dana Bantuan Program Pelatihan
LPK Swasta Tahap |
Format 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Format 132 Kerangka Lagoran ﬁqﬂpuma
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Format |
Contoh Proposal Bantuan Frogram

KOFP LEMBA{A

Kepada Yih.
Kepala BEFVE/BPVP ...
D =

Deéngan hormat

Dalam rangksa peningkatan kompetensi masyarakat di wilayah ..., bersama
ini kami menyampaikan Proposal Bantuan Program Pelatihen LPK Swasta dengan
Program Pelatihan .... ssbagaimana detail terlampir. Adapun kami mengajukan 1
paket pelatihan (16 orang] dengan data dulung terlampir,

Demikian proposal ini kami sampaikan untuk depat dipertimbangkan, atas
perhatiannya diucaplkan terima kasih,

veesng a3l Maret 2024
Pimpinan Lembaga ....




KOF LEMBAGA PENGUSUL
[ ALAMAT LENGEAR )

FROPOSAL BANTUAN
PROGRAM PELATIHAN LFPE SWASTA

Bab 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
Bab 1I Profi]l Lembaga Pemohon
A. Nama lembaga
B. Struktur crganizasi
C. Barans dan prasarans melpot:
1. Ruang Kelas [dibuktikan dengan fato|
2. Ruang Praktel [dibuktilean dengan fobo
A. Fasilitas falat fmesin (dibuktilean dengan foto)
[, Dafter Instruldur dan tenags pelatthan
E. Herjasama kemitzaan dengan industrl [/ lembaga penempatan
Bab NI  Rencana Penyclenggaraan Pelatihan Herja
A. Tujuan pelatihan
B. Program pelatihan dan kurikulum [ silabus
C. Jadwal pelatihan
Bab 1V Retcans Anggaran Biaya

{menjelnskan f mefine Baya yang diperhukan untuk meiaksanakan
peleetitian)

Bab ¥  Penutup
LAMPIEAN
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Lampiran — Lampiran:
1. Pakta Integritas;
2. Balinan NFWP atas nama LPES;
3. Salinan rekening koren atas nama LPKS;
4. Sertifikat akreditasi dari LA-LPK;
. Vocmtlonal fdertification Number [VIN);
6. Daftar Instrukiur [sesual program pelatiban) dan SK dard pimpinan LPES
7. Daftar Tenaga Pelatihan dan 8K dari pimpinan LPKS

B, MollyPedjonjian Korosame penempatan/wiraussha unmok  lulusan
denpan stakeholder terkoait

9. Job Order/Training Order

10. Bertifilat teknis dan sertifikat metodolopl Instrukour,

11. Program dan durasi waltu pelatihan yang akan dilaksanalean,
12. RAB pelatihan,
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Cottoh Halaman Muka'Cover Depan Proposal Bantuan Progam Pelatihan
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Format Pakta Integritas

KOP LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertands tangan di bawah ini, berkenaan Bantusn Propram

Pelatihan LPK Swasta Tahun 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya -

L.
2.

3.

Tidak altan melakukan praktek KKN;

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ind;

Dalam proses Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun 2024, berjanji
akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professinnal dalam
arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal
untuk memberikan hasil lerja terbaik mulal dari persiapan, pelaksanasn, dan
penyelesaian kegiatan ini;

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyataken dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, eanksi administrasi
sesuail ketentuan/ peraturan yang berlaln.

Fimpinan LPES

Materai 10rh

||||||||||||||||||
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Format 2
Checic-list Verifikasi Proposal

KOF LFES

Lombziga
Eabupaten/Kota
Provinsi

Program Pelstihan
Tanggal Verlfikas|

o

A, SYARAT ADMENISTRAS] WaARB
[ e T =

1| memilik Vil dan tervaridikasi o Wwajh Ada i

SlaPharfa
{helemba gaan, kemnakerpo.id)
Tithai Ade ]
1 | menpusulkean Frogram Wajib Aty i
Pelatihan yang tercantum pada
proglat.kemnaker.go.id
Tidak Ado 0
3 | memilki NFWF dan Komor wialib A 1
Aekening Bank atas narmae LFKS
TaokAds | D
4 | memiikl Instrukiur yarg Wajib A 1
terdafiardi
kefernbagaan. kermaaker go,id
dan sintala.kermnakear.ga.id Tidok Adsy | O
§ | mesmiliki bukt Waib A 1
kapamdlikan e tam pat
Tidak Ada [H]
6 | memibikl asrama/tempat ‘Wajib™ Ada i
menginep paserta pelstihan [untuk palatifan
| baard
FENEEE arding) Tidok Ada L]
7 | mengajukan e-proposa Wajin Adg 1




1 | Realissi kebekeri@an lukusan Lulusen Persontas
pelatihan dalam 3 fathun pelatifaa & lulusan
tarakhir yang dibukkikan yang bekeric | pelatikon
dengan data by name by dibondingkan | yang
aedress yang valid dengamn bekerja x

Awemdab fulusan | &0
pelatitan

F Terakraditasl olah LA-LPK Femiliky 1o

sertifikat
erkreditas!

rang masih
berlatu

sedong proses | 10
gEngusiaan
perpanjangan
wevtifiat
akragitsi

tidak memiliki | 0
sertifiieat
irkreiitos

3 Bemiiliki job order training Ada a0
orcler atau MollfPerjanjian
Eerjazama
penamipatan/wirawsaha untuk
bulusan pelatihan

Tidok Aca 0

# Ilinra IKF Ak 5

Tidimk Acky ]
& | Mitra Kartu Prafarja Adm 5
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KOP LEMBAGA
PENERIMA BANTLUAN

KEPUTUSAM
NENIDE. . oensmrssnimsmmiinan

TENTANG

FENYELENGGARAAN PELATIHAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

PINERTTERN  covchictsia i o i s S i

bahwa dalam rangka meningkatian kompetensi
maayarakat dan peran serta LPK Swasta perlu dilakukan
pelatiban melalui Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta;
babwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam haraf
(o) di atns perlu menetaplan Keputusan Kepala LPK Swasta
tentang Penyelenggarasn Pelatihan Bantuan Program
Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Tahun Anggaran
2024 Eefurilat.. . s

. Undang-Undang MNomer 13 Tehun 2003 tentang

Ketenagakerjann [(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 20086 tentang

Sistern Pelatthan Kerja Nasional (Lembaran MNegamm
Republik Indenezia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4637);

- Peraturan Menteri Ketenagakerjnan Nomor 16 Tahun 2022

tentang Pedomean Penyabluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Ketenagakerjann Tahun Anggaran 2024
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(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nemor
1151}

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pemhinaan Pelatihan Voleasai

EEDUA

KETIGA

KEEMPAT

dan Procduktivitas Nomor .......... entang Petunjuk Telknis
Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaran
1024:

<. Burat Perjanjian Kerja Bama {PKB) No...oo...f v i
2024 dan Nomor ........... TrrrAE) tmnggal it 20024
tentang Pelaksanasn Banluan Program  Pelatihen LPK
Swasta Tahun 2024;

MEMUTUSEAN:

Menganglkat pama-nama sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran Keputugan inl sebagai Panita Pelaksana, Tim
Rekrutmen, Instruktur, dan Peserta Pelatihan;

¢ Jabatan schagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

melaksanakan fugas sebagal berikut:

1. Panitia Pelaksana bertugss menviapkan, mengoordinssi,
melaksanakan, memantau dan bertanggungjawal terhadap
pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan
dan sampai pelaporan;

2, Tim Rekrutmen bertugas menyeleksi, dan merekrut calon
peserta pelatihan;

3. Instrubitur bertuges menyiapkan/menyusun mater serta
membimbing dan menyampaikan materi pelatihan;

4. Peserta bertugas mengikuti semua rangkafan acara
pefathan,

: Menyelenpgarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Anglkatan 1

kejuruan............... Program Pelathan ........cccc.o.. dari
tanggal .....ooo.ees T YRR 2024 di LPK Swasta

i Biaya yang Hmbul akibat ditetapkennyve Keputusan [nl

dibebankan pada anggaran Bantuan Propram Pelatihan LPK
Swaszta Tahun Anggaran 20024

+ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapban & ....ovimenem i

Tanda dangan don stompe!
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Keputusan Kepala LPE Swaats

DAFTAR FELAKSANA PELATIHAN

{Ttrl. dan cap lembaga)

M. NAMA INSTANST AN PR
DALANM TIM HOMORARILM

1, | Hartanin, SH LPK Swasta....... Pelaksann Rp. 400,000

%, | Lintang Wibizoao 'LPK Swasta._.. Pelaksana Rp. 400.000

3, Sulsiman LPK Swaszta... Rekrutmen Ep. 150,000

4 Bitl Badnyah LPE Ewasta.....ow. Reknitmen Rp: 150.000
5, Brahmana, &md LK Bwakin. . Instrulemer Fp, A0, 00 I
B. | Normalasari, ST LFH SWasE. ........ [mutruktur Rp. H0.0000, JF

Kepala LPK SWasts ..........
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Format 4
Contoh Perjanjian Kerja Bersame

1.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
FEJABAT PEMEBUAT KOMITMEMN

{1

DENGAN
)

NOMOR: (3}
NOMOR: (4

TEMNTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN LPK SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada harl ind, __ (S)tanggel _____ (Gbulan ____ (7) tahun dua ribu dua
puluhb tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ind :
Nama A o FPRRP PR R
([ a] 1 L e S,
Yang selaku Pejabat Pembuat Komitmen [FPK] vang bertindak untuk dan atas
AT {9, vang berkedudukan di (10}, yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATLU.

Matria $ 1y

Jahatan : [12)

Selaku Penanggung Jawab lembaga Penerima Bantuan vang bertindak untuk
dan atas nama (13) yang berkedudukan di

(14, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK EEEATU dan PIHAK KEDUA sclanjutnya discbut PARA

PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama dalam rangka
pelalesanaan Bantuan Program Pelatihan LPEK Swasta Tahun Anggaran 2024
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR




(1)

2]

2

1)

(21

44

Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari
ditetaplannya Keputusan KPA (15) Nomaor __ (1G]
Tahun 2024 tentang Penctapan Penerima Bantuan Program Pelathan LPK
Swasta Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ind tunduk pada Keputuean Direlctur
Jenderal Pembinaan  Pelathan Vokasi dan Produktivitas  Nomor
2/4855/LP.03.02/XII/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program
Pelatihan LPK Swasta Tahun 2024, beserta peraturan perundang-undangan
lainnya.

Perjanjian Kerja Bersama inl ditandatengani oleh PARA PIHAK tanpa ada
unsur paksaan,

Pazal 2
HAK DAN KEEWAJIBAN

Hak dan kewajiban FIHAK KESATU meliputi:

8. berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan untuk pelaksanaan
kegiatan Batitusn Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaran 2024
serta menyampeikannya kepada PIHAK KEDUA;

b.  berhak menerima laporan penggunaan Bantuan Program Pelatihan LPK
Swasata Tabun Angparan 2024 dari FIHAK KEDUA:

¢. berhak melakukan monitoring dan  evaluasi  terhadap kegiatan
penggunaan Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaran
2024 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDOUA;

d. berhak menoclak atsu mengembalikan laporan penggunaan Bantuan
Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK
KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan
standar minimal pelaporan yang telab ditentulan;

€. berhak menghentiken bantuan jika Penerima Bantuan tidalk
melaksanakan sesual dengan Petunjuk Teknis penggunasn Banmuan
Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaren 2024;

f. wajib membayar nilal bantuan yang telah ditetapkan apabils PIHAK
KEDUA telah memenuhi semus pergvaratan pencairan; dan

g. wajib menaati semua ketentuan vang berlaku dalam Keputusan Direletur
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Program Pelatihan LPE Swasta Tahun 2024,

Hak dan kewajiban FIHAK KEDUA meliputi:

&, berhak menerima bantuan sesusi dengan Keputusan Kuasa Pengguna

Anpparan yang telsh ditetaplkan;




(1

(2]

(1)

12]

1
2)
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b. wajib mengelola Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun 2024
vang diterima dari PTHAK EESATU secara efisien, efektif, dan akuntabel
sesunl dengan ketentuan peraburan perundang-undangan;

o,  wajib melaksanakan kegiatan Bantuan Program Pelatihan LPE Swasta
Tahun 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatiban
LPK Swasla Tahun 2024;

d. wajib melsporkan hasil keglatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
flima] hari setelah pelerjaan selesai dilaksanakan; dan

.  wajib memberikan informasi terksit pelaksanaan kegiatan Bantuan
Program Pelatihan LPK Swasta Tahun 2024 apabils sewaktu-walktu
diminta oleh PFIHAK KESATU.

Paszal 3
MNILAL BANTUAN
Nilai Bantuan Frogram Pelatihan LPK Swasta Tehun Anggaran 2024  sebesar
(17} { }-
Nilai Bantuan Program Pelatthan LPK Swasta Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum pada ayat (1} sesuai dengan Daftar Isian Pelaksansan
Anggaran [DIPA) [18]).

Pazal 4
JANGEA WAKTU PELAKSANAAN
Pekerjanan Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun Anggaron 2024
dilaksanakan dalam jangka waktu sesual program pelatthan yang telah
ditetapkan,
Masa pelaksanoan pelerjaasn dihitung sejak tanggal Penandatongenan
Perjanjian Kerja Bersama,

Pasal &

TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN
Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dar relkening kas negara ke
rekening PFIHAK KEDUA melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
Mekanisme pencairen anggaran bantuan kepada PIHAK KEDUA dilakukan
dengan 2 {dua) tahap.
PIHAK KESATU akan mencairtkan bantuan tahap 1 sebesar 70% dari
keseluruban anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama ind oleh PARA PIHAK;
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b. rincian Rencana Penggunasn Dana Bantuen {RPDB) yang ditandatangani
oleh PIHAK KEEDUA dan disetujui cleh PIHAK KESATU:;

¢, surat kesanggpupan Penerima Bantusn mengguneakan bantuan program
pelatihan LPK Swasta sesusi rencana yang telah disepakati; dan

d. surat pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Program Pelatihan
LFi Swasta Tahun Anggaran 2024 untuk menyetorkan sisa dana yang
tidak digunakan ke Kas Negara melahai (149,

e, jadwal pelaksanaan pekerjann.

{4} PIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap I sebesar 30% dari

(1

(2

{1

12}

keselurmhan anggaran dengan ketentuan sebagal berikut:

a. PIHAK KEDUA telah mempergunakan bantuan selurang-kurangnyva
100% dari nilai bantuan;

b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban paripurna
pengeunaan bantuan; dan

€. PIHAK KEDUA menyusun dokumen scbagaimana dokumen yang
diperlukan untuk pencairan tahap IL

Pasal &
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
FIHAK KEDUA siap dan sanggup meclaksanakan Bantuan Program Pelatihan
LPK Swasta Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna
AnNgRaramn (24
PIHAK KEDUA melalsanalkan Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tahun
Anggaran 2021 Sesuai Petunjuk Tekniz Bantuan Program Pelatihan LPK
Swasta Tahun Anggaran 2024,

Pasal 7
S18A DANA BANTUAN

PIHAK KEDUA siap dan sanggup menyvetorkan sisa dana bantuan ke kas
negara jika sudah tidak digunakan melalui {21).

Jika disetor tahun berjalan digunakan MAK 526312 (belanja barang untuk
bantuan lainnya yang memilild larakteristik bantuan pemerintah) dengan
Burat Setoran Pengembalion Belanja [SSPB], jika disetor pada tahun 2024
digunakan MAK 423912 [penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran
yvang lalu) dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) scbagaimana Bukt
Penerimasn MNegara (BPM).

Pasal &
PERSELISIHATN




B2

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka
PIHAK KESATU dapai meminta Inspektorat Jenderal Kementerian

Ketenagakerjarn dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
untuk dilakukan penyelessian perselisihan.

Paszal &
BANKSI

(1) Jika terindikasl kesalahan administratif maka aken dilaporken lkepada
Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan Audit
Dengen Tujuan Tertentu,

(2] Jika pelanggarannya bersifat indikasi tindak pidana danjatau perdata,
Penerima Bantuan dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.,

[3) Jika pelanggarannya  bersifat administratlf, maks Penerima Bantuan
dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantusn sejenis
sampai batas waltha yang tidak ditentukon oleh Dircktur Jenderal Pemblnaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

{4 FIHAK KEDUA siap mengembalikan dana bantuan jike tdelt dapat
mempertangrungiawabkan sesual dengan Petunjuk Teknis.

Pazal 10
LAPORAN
{1} PIHAK KEDUA siap dan sanggup memberikan laporan penggunaan dana
berdasarkan rencana penggunaan dana yang disetujul kepada PIHAK
KESATU.
(2} PIHAK KEDUA siap dan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban
kepada PIHAK KEBATU setelah pekerjasn selesai,

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE]

(1] PARA PIHAK dibebaskan darl tenggung jawsb atas keterlambatan atau
kegagalan dalam mememuihi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini,
yang disebabkan atau diskibatkan oleh lejadian di luar kekuassan PARA
FIHAK yong digolonghan schagail forces mogeure,

(2} Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) antara lain:

a, adanya bencana alam sepertl gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus
menerus, wabah penyakit, adanva perang, peledakan, sabotase, revolusi,
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i

(1l

(3

pemberontakan, huru-hara;
b. adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang
sccara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjlan ini.
Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat [2) perjanjian ini
tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini, Setelah keadaan force
mgjeure berakhir dan kondisi fesilitas penunjang kKegiatan mesih dapat
dipergunakan, PARA FIHAK akan melanjutkan kerja sama sesual dengan
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
Apabila terjadi force majeurs maka salah satu pihak yang lebih dahulu
mengetahui  wajib  memberitahukan  kepada pihak lainnys  selambat-
lambatnya dalem waktu 14 |empat belas) hari setelah terjadinya foree mafeure.

Paan] 12

KETENTUAN LAIN-LAIN
Perubahan pada Perjanjian Kerja Bersama ini hanya dapat dibuat setelah
mielalui kensultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis darl PARA PIHAK
dan menjadi baglan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Bersama
ini sesuail dengan Petunjuk Telonds.
Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) asli bermeterat
cukup dan masing-measing mempunyail kekuatan huloom tetap.
Perjanjian Kerja Bersama ini berlalu terhitung sejak ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KESATL, PIHAK KEDUA,
Frjabat Pembuat Kamitmen
(23 N 11|
~tied-- —itd--
Stempel
Materai 10,000
[23) R -
[24) —_— 27}
MENGETAHLT,
Kuasa Penggpuna Anggaran
(28]
—ttd--
Btempel
{29)

{30)




PETUMJUK PENGISIAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

RO URALAR 1STAN
i1] [riie dengan nama UPT Bidang Lavatas
| | Disd dengan nama LPE Swasts
1] DCaled dengan nomar surat peranjian kerja sama UPT Bidaryg Lavotas
¥ | Ddisi dengan nomor surat perjanjian ]-:.-_-r_i.u sama LPK Swasts
(5] Dﬂai dcmﬂ nama har Peranjian Kegja Hersama
i) Diisd dengan tanggal Perjan]lan ierja Bersama
(7l Ddisi dengan ilan Perjanfian Krrja Bersama
2] D‘H-BI-I:IE:E&D nama PPE
)] Diisi dengan numa UPT Bidang Lavotes
{10} [Chian dm.g,u.n..ulmut UPFT Bidang Lavatas
{11 D dengon nomo, pimginan LPK Swostn
{12] Diiisi dengan nama jabatan pimpinnn LPK Swasto
153 (hial dengan fama LPK Swrasin
14 Diisi dengam alamat LPK Sweats
| 455 | Diisi dengam nama UPT Badang Lavoles
L] Diisl dengemn ntier SK KPA ientang penstapan Penerima Bantuan
17 Diisi dengam m-rmr!:‘.ll': KEA tentang penetapan Penarfme Bantuan
(18] | Diisi dengan nama UPT Bidang Lavotas
(1) Diisi dengan nama UPT Bidang Lavotas
| Dil=l desgan nama UPT E‘-idmig Levotes
(21) Dli=l dengrn name UPT Bidang Lavalas
(23] Diizi dengan pama UPT Bidang Lavotas
| 23 Dii=l dengan nama pejabar FPE
'_'E_ﬂ Diisi Momer Indule Begawsi pejabat PPE
_ 125 D= dengan nama LPE Swasta,
126 Dli=l denpan name pimpinan
(27) | Dilsi dengan nama fmbaten pimpinan LPE Swesta
[28) | Diisi dengan nama UPT Bidang Lavetas
(%) | Diisi dengan nama peisbat KPA UPT Birdang Lavatas
[30) | Diisi Nomor Induk Pegawsi pejabat KPA UPT Bidang Lavotas
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Format 5
Contoh Surat Permohonan Pembayaran Tahap |

KOF LEMBAGA
Nomaor b b s e e A e v (1)
LATPREIEEN. oot i s ki (2
Perihal i Permohonan Pencairan Bantuan Program Pelatihan ......... (3)

Yith.

Tabun Angegaran 2024 Tahap I

Pejabat Pembuat Kemitrmen
BEPVE/BPVP ____ (4}

[k |alamat)

Bersama ini keml sampaikan bahwa ... (5) mengajukan permohonan
pencairan Bantuan Program Pelatihen .............. (6] Tahun Anggaran 2024 Tahap
| sebesar 70% dari nilai paket pelatihan atau sebesar Rp.......... B chni mupiah) (7).

Adapun terlampir dokumen pencairan yang merupakan satu kesatusn dengan
gurat ini vang terdiri atas:

L

2.
3.

10,

11,

12,

13.

Surat Permohonan Pencairan Bantuan yang ditujukan ke PPK dan
ditandatangani oleh pimpinan lembaga Penerima Bantuan;

8K Penetapan Penerima Bantuan Program vang ditandatangani oleh KPA:
Program Pelatthan dan Kurikulom vang ditandatangani oleh pimpinan
lembaga Penerima Bantuan;

. Surat Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh Penerima

Bantuan dan PPE;

- Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RFDB) yang akan diesirken tshap I

(Jeasatii);

- Rencana Pembelian Bahan Pelatihan termasuk item barang, jumlah barang,

harga satuan dan total baya;

. Burat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Bantuan Program

Pelatihamn;

. JJadwal Pelakksanaan Pelatinan yang ditandatangani oleh pimpinan lembags

Penerima Bantuan:

. Burat Pernyatsan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) vang ditandatangani oleh

pimpinan lembaga Penerima Bantuan;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SFTJB) vang ditandatangani oleh
pimpinan lembaga Penerdma Bantuan:;

Kuitans] bukii penerimasn vang yang telah ditandatangani oleh Peperima
Bantuan dan disahkan clsh PPK;

Fotokopi Nomor Pokolk Wajib Pajak [(NPWP) atas nama lembaga Penerima
bantuan: dan

Fotokopi Rekening koran atas nama lembaga yang eama dengan nama
lembaga di NFWE,




S

[nformasi lebih lanjut dapat menghubungi tim PIC ..., (8) atas nama ......... [9),
nommor handphone .....oco0e. (10), dan alamat e-medl ..., (11}

Demikian disampsikan, atas perhatien dan kerja samanya diucapkan terima
kagikh,

o b
‘E’an,g merﬂratakn.n
Punphmn,.fl{:mafﬂepnla
i o 113)

Tanda tangan & stempel




av

PETUNJUK PENGISIAN
Surat Permohonan Pembayaran Tahap |

O TRATAN ISLAN
(1] || Diisl dengan nomor Susat Permahonan
{2) | Ddisd dengan jumlah Lampican N
3 | Dilsl dengan jenis Bantuan Program Pelatihan
(4] | Dissi dengan nama lembaga Pember Bantuamn
(3] | Disi dengan nama embags Panerime Bantyan
(8] | D dengan jenls Bantuan Program Pelatihan
Dilsi dengan jumlak angkm dan hural total dans bantuan yang diterima pagla
" pencairan Takap |
(8] | Difsl dengar nama lembaga Penerima Bantuan
% | Diisi dengan nama PIC lembaga Pemberl Bantuan
[§0} | Diiisd dengan nomor hand plisne PIC lembaga Fenerdma Bantuan
{11} | Diisi dengan alamat e-mail FIC lembngs Penerimna Bantoan
(12 | Diisi dengan tanggal pembuatarn Surat Permobonan
(13] | Dilsl dengan names lembagn Pensrims Bantuan
| 114 | Diisa gengan nama FmplnanKetoa ! Kepala t=mbaga Penerima Bantean




Format 6

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN [RPDE)

HOMPONEN

VOLUME

JUMLAH

1. | Peidiikung Pelatihan, antora lain:

Ales Tulie Kantor (ATH)

n
I,

Materal

o

Rongumsi rapat atal selslksi peserta

F

Koordinas! dengan UPT Bldang Lavetas

Pergpandaan dan pengiriman laporan

I

Honor panitis pelaksans

Hobor Tim Relrutmen

Dokumentasi

Epanchak

APD [Frotokod Besehatan)

Token Listrik

e W B

Palest dota Intamet

oL

Asuransi Jaminan Sosisl

2. | Pelptlhan, antorn lain;

a.

Fenggandaan madu] palatihan

b

Behan pelatiban

Perlenglaapamn peserta [Semingr ki

Fakatan kerja

Hooor [natnakter

Bartifikat Pelatihan

Honsumsi peserta peladibhan

Kanyumsl pembubson dan penutupan

Llang saku peserta

JUMLAH

Fimpanan
(mamn lembaga)




Format 7

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
EESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama
Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami:

1.

Sanggup melaksanakan dan menggunakan bantian program pelatihan LPEK
Swasta Tahun Anggaran 2024 sesuai Rencana Penppunaan Dana Bantuan
yang dizenajui.

Apabils terfadi penyelewengan dalam pengsunaan dana bantuan program
tersebut, sepenuhnya menjadi tangpung jawab saya sebagal penerima dana
dan saya berscdia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hila
terbukti menyalahgunakan dana terssbut;

Apabils dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran  marpun
perhitungan dana bantuan program pelatihan tersebut, kami bersedia untulk
menyetorkan lelebihanrya ke Kas Negara:

Sanggup menyusun laporan pertanggungjswaban Bantuan Program Pelatihan
LFK Swasta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjulk Teknis yang
ditetapkan olch Direktorat Jenderal Pembinasn Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas dan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat ustuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

2024

Pimpinan
mama lembaga)

= ==
[Nama Lengleap dan Jelas)




Formal 8
Surat Pernyatasn Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

KOP LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PEMOHON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE MUTLAK DAN SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB BELANIA
FENYELENGGARAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN LPK SWASTA

Yang bertanda tangan di hawah fnd :

Jabatamn '. ................................................................. [2]
Bertindak untuk ;... 1::|.am3 lembaga penerima)
dan atos nema

Mk BBl 5 i S i s vemecssseemmsrelBl
L PO T B im0 S 4

Menyatakan denpan sesungguhnya bahwa :

1.

Dana yang telah diterima untuk penyelenggarsan Bantuan Frogram
Pelatthan LPK Bwasta darl BEPVP /[ BPVP .cicenminenien . Direlctorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian
Ketenagakerjaan RI , menjadi tanggung jawab saya sepenubnya sebagsi
pihak penerima bantuan program pelatihan.

Saya sebogni ketua Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan LPK
Swasta tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian
prograTm,

Apabila terbukti adanya penyalahgunaan dan Ketidaksesusian atas
pelalmanaan Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta, saya  hersedia
melakukan perbaikan dan/atau dikenslian sanlesi berupa pengembalian
uang ke kas negara, diproses hukum baik secara perdata/pidana dan/atau
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Kepultusan Nomer {5] dan Perjanjian Kerja
Eersama Momaor (6] mendapatian Bantuan Program Pelatihan LPK
Swasta malsimal sebesar (7) dengan rincian sebagai berilout:

+ Sampai dengan bulan_________ (8] telah menerima pencairan Tahap Ke 01

dengan nilai nominal sebesar Rp. [ ){9), dengan rincian
penggunaan sebagai berilkuat;
&, Jumlah total dana yang telah diterima: Bp. | 1140

b, Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp. | j {11}
<. Jumlah total sisa dana tRp. { j{12]




]

B. Persentase jumlah dana bantuan program pelatihan LPK Swasta vang talah

digunakan sebesar (13
C. Bertanggung jawab penul atas pengeluaran yang telah dibavar lunas kepada
yang berhak mensrima.

D. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
lelah dilaksanakan,

E. Bersedia untuk dilekukan pemeriksaan terhadap bukti-buleti pengeoluaran
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah,

F. Apabila di kerudian hari, pernyatasn yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian negara maka saye bersedia dituntut penggantian kerugian negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perandang-undangan.,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnye.
[ tgl,bln,tho)
'I"ﬂ-'l-'l-ﬁ_ m:n;.-’ataka.n
[ 14)
+[ 15}

(makberal Fpl0u000,00)

Tanda mngan & stempel
(Nama Lenghagp
voreed 1B)




Format 9

KOP LEMBAGA
{ ALAMAT LENGEAP )

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomior :

Sudah Terima Dari : Kuase Pengguna Anggaran

Banyvaknya Uang

Untuk Pembayaran : Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta Tabun Anggarans

2024 Tahsap 1 atas nama LEE
Swasta,
Jumlah : Bp.
Terhilarng £ rupiah)
= 2024
Mengeiahui dan mengeeahkan, ¥ong menerimn,
FMPE BRPYF/BPVP ...... Pimpiran
innma lembega)
—Lid—
Stempe]
Hama PPX
NI,




Format 10
Contoh Surat Permohonan Pembayaran Tahap 11

KOP LEMBAGA |
LETHRHCHIT it caria i sascossing (2]
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Program Pelatihan ......... [3]

Tahun Anggaran 3024 Tahap II

Yih

Pejabat Pembuat Komitmen
BEPVP/BPVP ....[4)

[ (alamat)

Bersama inl kami sampailan bahwa ..... (5] mengajuksn permohonan pencairan
Bantuan Program Pelatihan .............. (6} Tahun Anggaran 2024 Tahap 1l sebesar
0% dari nilai paleet pelatihan atau sebesar Rp..........  —— rupiah) 7).

Adapun jumlah dana bantuan tshap [ yang telah dipergunakan telah mencapai
.. (B) atau sebesar Rp..... [...... rapiah) (9],

Terlampir dolumen pencairan yang merupakan satu kesatuan dengan surat ini

vang terdir .atas:

1. Laporan Pertanggungawaban Paripurna Dana Bantuan Program Pelatitun;

2. Laporan Paripurna penyelenggaraan pelatihan yang telah diverifikasi oleh Tim
Monitoring dan Evaluasi yvang ditugasi oleh Pemberi Bantuan dan Penerima
Eﬂntmri;

3. Rekap selurub pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan pelatthan
disertai kuitansi dan bulsi pemotengan pajak atau bulkti pengeluaran lain yang
sah

4, Kuitansi bukti penerimaan uwang Tehap 11 yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan dan disahkan cleh PPK;

5. Burat Pernyatzan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga
penerima bantuan;

6. Berita Acara Serah Terima Pekerjasn

Informasi lebih lanjut dapat menghubungt tim PIC ........ {11} atas nama ......... {125,
nomor handphone ............. {13), dan alamat e-mail ............ [14)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjin samsnya divcapkon terima
kasih,




SR ~ (15}
Yang menyatakarn

i 2k g

Tanda tRngan & sternpel

ERCRITIEIORG -
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PETUNJUK PENGISIAN
Surat Permobonan Pembayaran Tahap 11
NGy TRAIAN ISIAN
il] | Diisi dengrn nomor Surat Peemobonan
121 | Diisi dengan jumlah Lampiran
i1 | Diisi dengan jenis Bantuan Pragmm Pelatibon
4] | Difal dengan nama lesmbogs Pemberi Bantuan
(3 | Ddisl dengan nama lembags Penerima Banbaan
(6 | Ddisi detigan jenis Bantuan Pragram Pelatiben
e Ditsl dengan fumlah angks dan hurl total dana bantsan yang diterima peda
pencalman Tahagp T
(4] | Misl dengan persentase penggunoan dang bantusn Tahap |
. Dilsl dengan jumish angka dan hurtf fotal dana bantuan yang diterima pide
penepisan Tahag [
{10} | Ddisi dengan jenis Bantusn Program Pelatihan
{1L} | Daisi dengan nama lembaps Penetima Banbuan
{12} | Diisi dengan nama PIC lembags Pemberd Bantuan
{13] | Dhis dengan nomor handphone PC lembaga Penerima Bannan
(14] | MHlef dengan alamat s-mail PO lembagn Penerims Bantusn
(15] | Diisd dengan tangenl pembunton Eorat Permobhonan
(18] | D=l dengan nama lembaga Penerima Bantuan
(I7) | Dils dengan nama Pimpinan/ Eetus) Kepala lembaga Penerima Bantuan




Format 11

‘ HOP LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN PROGRAM PELATIHAN LPK SWASTA TAHAP 1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembags e (1)
2. HNama Pimpinan Lembaga @ [2)
3. Alamat Lembaga . (3
4, Nama Bantusan i Propram Pelatihan LPK Swasta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (4} dan Pedjanjian Kerja Bersama
Momor (3) mendapatkan Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta
malesimal sebesar (6],

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan
pertanggungiawaban bantuan sebagai berflout:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

8. Jumlsh total dana vang telah diterima  : Rp. _ { 17
b. Jumilah total dana yang dipergunakan 1Rp. [ ] (8]
. Jumlah total sisa dana sRBp. 0= L) 19

2. Telah menyelesaikan pekerjsan (70%) Bantuan Program Pelatihan LPK Swasta
berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-

benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunsan dana bantuan Program Pelatihan LPK
Swasta schesar Rp. () {10} telah kami simpan sesual dengan
kotentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperhuan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional,

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp.
[} {11| sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Program Pelatihan
LPK Swasts meongakibatkan leerugian negarn, maks saye bersedia dituntat
penggrntian kerugian negara dimaksud sesuai dengen ketentuan peraturan
perundang-undangan,




7

Demikian laporan pertangpungjawaban Penggunasn Bantuan Program Pelatihan

LPFK Swastu Tahap I ini kami buat dengan sesungguhnya dan penub tanggung
jawah.

iinvmsnnnsinies (13
FRRSPRPRRIRIRL| | |- ||
Slazarul Ri.
10D
iy L
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PETUNJUEK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGCGUNGIAWABRAN DANA BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
TAHAP I

NG URALAN ISIAN

{1] | DEizi dengan nama lembags Penérima Bantuan program pelatiban

12] | Diisi dengan nama plspisan lembags Penerimo Bantuan progeem pelagibsm

3] | Diisi dengan alamat lembaga Penerima Bantuan jrogram pelatihan

(4] | Diisi nomor den tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima program pelatiban

1% | Diisd dengan nomor dan tanggal Perjanjian Koga Dernama

il Diied dengan nilai bamtuan program pelatiban berdasarkan Sumt Keputussan atou
Prrjanjian Kerja Bersamn

Diisi dengan jumlsh angka dan buruf bontuan program pelatihan yang telah
M | ditesion

Diied dengan jumlah angka dan hural total bantan program pelatihan yang telah
ol s
diperpunakan

Diis! dengan jumlsh anghka dan huraf bantuan program pelatifan yang beiam

] dipeTpunakan

Dilsl dengan jumlah angks dan huruf bantusn progrem pelatihan yang telah

110} diperpunalian

Diied dengan sien jumlah aogks den humf bantwan pregram pelatihan yang telah

(1 digetor ke Kag Negnra, jumlnh sama sepertl anglea %)

(13} | Diisd dengan tarna kots, tonggel don tahun SPTE ditandatangani

113} | Diiai detygan sama lembege fenecima Bantan prograen pelatiban

{14] i Diiisi dengan nema plmpinan lembaga Penerima Bantuen program pelatiban




Format 12
_ KOP LEMBAGA
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR____ (1)
Pada har ini_ (3] tangeal  (3) bulam (4) tahun 2024, yang
tertandatangan di bawah ini:
1. Nama i )
Jahatan : =]
Alamat ¥ [7)
yang selanjutnyva disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama - (8
NIF £ ()
Jabatan (10}
Adarmat ) (11}

yang selanjutnya disebut sebagad PIHAK KEDUA

dengan inl mermyatalkan sebagai berikout:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian peleerjasn berupa bantuan
Program Pelatihan sesuai dengan Surat Keputusen Momaor (12} dan
Perjanjian Kerja Bersama Nomor (13).

2. PIHAK KESATU telah menerima dans bantuan dari PIHAK KEEDUA dan telah
dipergunakan wuntuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai  dengan
Perjanjian Kerja Bersama, dengan rincian sebagai beriloat:

a. Jumlah total dana yang telah diterima  : Rp. [ T
b. Jumlah total dana vang dipergunakan @ Rp. ) {15}
. Jumilsh total siza dana ! Rp. b {16
3. FIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan
Program Pelatihan LPK Swasta sebesar Rp. _ ( ]{17)] telah disimpan

sesuni dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fongsioneal.

4. PIHAK EKESATU menyerahken kepadas PIHAK KEDUA dan PIHAE KEDITA
menerima dari PIHAK KESATU berupa {18) dengan nilai Rp.
L ){19).




gt

<. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sehesar Rp.
| }20| sebagaimana Bukti Penerimann Negara (BPN) terlampir.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat demgan sebenarmya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada har ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

FIHAK KESATU FIHAK KEOUA
{21} PPE BRIREF voove oo 23
L =2 [24)
[25]

*| angka § dicoret apabila tidak terdapat siza dana,
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKER.JAAN

Ho URAIAN ISIAN

il] || Difsi dengnn momor Bevitg Acers Sorah Terime (BAST)

(& | Diisl dengan hor pemboacan BAST

{# | Diisidengan tanggal pembneatan BAST

{41 | Dilsl dengan bulan pembuatan BAST

5 Diisi dengon nama ﬂimpinﬂnfkﬂ';.wk:pmh lembaga Penerlma
Bariummn

6] | Diisi dengan Jabatan dan nama lembags Penerima Bantuan

(7] | Diial dengan alamat lembaga Penerima Bantuan

i8] | Diimi dengan nams Pejobat Pembuat Eomitmen [PPK)

(9 | Dilsl dengan MIF FPE

{10} | Teisi dengan nama Saiker pemberd bantuan

{11} | Disi alamat Satker pemberel bantien

{12} | Déisdi dengan nomor dan toenggel Burm Kipnuituean pemberian bantwsan

113 Dtisd dengan nomar dan tanggel Perjen]isn Kerjs Dersama pemberian
annian

Diisi dengan jumlah anga dan huruf total dana bantean yang

{14 di

(13) | Diled dengan jumlah angka dan huref total dana bafituan vang telah dipergunakan

(18] | Diied desigan jumlah angks dan hunof total dana bantuan yang tidak dipergunakan

Diigd dengan jumiah angls dan hural total dana bantusn yang telah
(17 di akuan
pErgun

(18] | Disi dengan nama pelkesjan yang dilaksarnkan penerima bamtaan

Diisi demgan jumkah angla dan hurul total dana bantian yang telah

i1 dip |

Dissi dengan jumlah angha den hund total dana bantuan yang fidak
diperpunakan {jumlah soma seperfi anghka 16)

(21 | Diisi dengan nama lembage Penerima Bantuan

(23] | Diifsi dengan poma plmploan estus/ kopals lembaga Penerima Bantuan

(£3) | Diksd dengan nama Salker pemberi bantuan

[2#) | Dirsi dengan nama PPE Satker pombert bantuan

Diisi deagen NIP PPE Satker pember] baniusn
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Format 13
KERANGEA LAPORAN PARIPURNA

KATA PENGANTAR
DAFTAR IS0
EAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Pelaksanaan
C. Makoud dan Tujuan
. Sasaran
BAB 1 PELAKSANAAN KEGIATAN
Peserte. Pelatihan
Walttu Pelaksanasn
Tempat Pelaksanpan
Frogram Pelatihan dan Kurikulum
[nstruktur/ Narasumber
BAB [II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
A, Permasalahan
B. Analisiz Masalah dan Tindak Lanjut
BaB [V KESIMPULAN DAN SARAN
A, Kesimpulan
B. Saran

oW

=

LAMPIRAN !
Berite Acare Serah Terima Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan
Lapsran Pertangpungjawaban Dana Bantuan Frogram Pelatihan
Surat Pemberitahuan Penerimaan Bantuan
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
Surat Perjanjian Kerja Bersama (PHE)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan (asli]
Daftar relirutmen calon peserta pelatiban {asli)
Program Pelatihan
. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
. Biodata peserta
. Biodata Instruktur/tenaga pengajar (berikut seluruh sertifikat kompetensi
teknis dan metodologl yang dimiliki instrulotur)

it il LR

—_ = =
Lo T R, = |




13
14.
1 5.
16.
17.
15.
19,
0.

1.

23.
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Bindata Penyelenggara

Daftar hadir peserta {asli)

Daftar Hadir Instrukeur (asb)

Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan

Daftar Milai Pegarta

Fotokopd Sertifikat pelatihan peserta

Rencans Penempatan lulusan peserta

Dokumentasi fote pada saat pembukaan, pelalcsanean dan  penutupan
pelatihan,

Rencana Anggaran Fiaya (RAB| (asli)

Rincien laporan keuangan dengan melampirkan kuitansi, bon dan lainnya asli
{penggunaan meteral sesuai dengan ketentuan)

Surat Setor Pajak [SSP) {asli)




]
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Llas Lt el

PELATIHAM
vorAasi

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN




